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Dalam penulisan tesis ini, penulis mengambil judul Judicial review 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah 
Konstitusi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah 
apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap 
Perppu dan Bagaimana implikasi hukum apabila Mahkamah melakukan judial 
review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk 
mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan 
judicial review terhadap Perppu dan untuk mengetahui dan mengkaji implikasi 
hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terhadap Perppu. 
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian 
hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang 
berfokus pada norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Langkah terakhir di dalam penelitian hukum ini adalah penarikan 
kesimpulan. Penelitian hukum ini menarik kesimpulan dengan metode berfikir 
deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari 
proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengan 
suatu kesimpulan khusus. Kesimpulan yang khusus ini diharapkan dapat 
memberikan suatu solusi baru untuk memecahkan suatu permasalahan hukum 
yang sedang terjadi di sistem ketatanegaraan Indonesia. Kesimpulan dalam 
pembahasan penulisan tesis yaitu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang 
melakukan judicial review  terhadap Perppu. Kewenangan yang dimiliki oleh MK 
yang diberikan oleh UUD Negara RI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Peraturan perundang-undangan sama sekali tidak ada dan tidak 
ditemukan ketentuan yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa 
menguji Perppu. Pasal 24C UUD Negara RI 1945 hanya menyebutkan salah satu 
dari kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji UU terhadap UUD 
Negara RI 1945, bukan menguji Perppu terhadap UUD Negara RI 1945. Dengan 
demikian mekanisme pengujian Perppu ada pada DPR dan bukan pada Mahkamah 
Konstitusi , serta Implikasi hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan 
judicial review  terhadap Perppu ialah sengketa kewenangan antara Mahkamah 
Konstitusi dan DPR. Pengujian Perppu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 
telah berakibat pada kewenangan legislative review DPR terhadap Perppu, karena 
dalam perkara pengujian UU, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes 
yang berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara, yang 
berakibat hukum bukan hanya kepada para pihak yang berkepentingan saja 
melainkan juga kepada seluruh pejabat publik dan seluruh komponen masyarakat. 








In this thesis, the authors take the title Judicial review of Government 
Regulation in Lieu of Law (PERPPU) by the Constitutional Court. The issues 
raised in this thesis is whether the Constitutional Court is authorized to 
exercise judicial review of perppu and How the legal implications if the court 
did judicial review against perppu. The research objectives of this paper is to 
determine and assess the authority of the Constitutional Court in a judicial 
review against perppu and to determine and assess the legal implications if the 
Constitutional Court conduct a judicial review of the perppu. This type of research 
used in this study are the type of normative legal research.Normative legal 
research is research that focuses on the legal norms of positive law. The approach 
used in this study is the political approach of the law. The data used in this study 
is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal 
materials. The final step in the research is the conclusion of this law. This legal 
research methods to draw conclusions with deductive thinking, which means a 
method of thinking that starts and begins from the proposition that is generally 
admitted truth and ends with a specific conclusion. The Particular conclusion is 
expected to provide a new solution to solve a legal problem that is happening in 
the constitutional system of Indonesia. The conclusion in the discussion of the 
writing of the thesis that the Constitutional Court is not authorized to conduct a 
judicial review of perppu. The authority held by the Court that granted by the 
1945 Constitution and Law No. 12 of 2011 on Legislation absolutely nothing and 
no stipulation that the Constitutional Court could examine perppu. Article 24C of 
the 1945 Constitution only mentions one of the powers of the Constitutional Court 
is to examine the Act to the 1945 Constitution, was not tested against the 
Constitution State perppu RI 1945. Thus perppu testing mechanisms exist in the 
House and not on the Constitutional Court, as well as the legal implications if 
Constitutional Court conduct a judicial review of the dispute is perppu authority 
between the Constitutional Court and Parliament. Perppu Tests conducted by the 
Constitutional Court has resulted in the authority of the Parliament of 
perppu legislative review, as in the case of judicial review, the decision of the 
Constitutional Court are erga omnes which means binding and must be obeyed by 
all citizens, the legal consequences not only to the parties concerned only but also 
to all public officials and the entire community. 
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